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Abstract

The focus of this research is to evaluate the development of affirmative area to independent village
(study of rural agroforestry development in Pangalengan Regency, Bandung Regency West Java
Province), by assessing how successful the rural development program and the role of Government,
private and community together, integrated, and multysector in an effort to accelerate and improve
the quality of service, development, and empowerment of rural community to independent village by
using six evaluation criteria according to William N Dunn, as material for improvement of program
implementation in the next year according to planning stage . The method of this research is to use
the method of qualitative descriptive. The results showed that, by considering the results of the
evaluation (On - Going) almost meet the criteria of effectiveness, efficiency, adequacy,
responsiveness, while the criteria of smoothing and precision has not been met optimally, and so far
only focus on infrastructure activities have not touched the program of quality improvement Human
resources and pemeberdayaan community. it can be concluded that there is a better development of
the village as a result of the implementation of development programs in the first and second year,
only not yet reached the achievement of the target of the village status independently. Therefore
development can be implemented equally in all sectors. The program is also implemented in all
areas included in the area so that just principles can be realized and village independence can be
achieved.
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Abstrak

Fokus penelitian ini adalah Evaluasi pengembangan kawasan afirmatif menuju desa mandiri (studi
pembangunan kawasan perdesaan agroforestry coffee di Kecamatan Pangalengan Kabupaten
Bandung Provinsi Jawa Barat), dengan menilai sejauhmana keberhasilan program pembangunan
kawasan perdesaan dan peran Pemerintah, swasta dan masyarakat secara bersama - sama
terintegrasi, terpadu, dan multisektor dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas
pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa menuju desa mandiri dengan
menggunakan enam kriteria evaluasi menurut William N Dunn, sebagai bahan perbaikan
pelaksanaan program di tahun berikutnya sesuai tahapan perencanaan yang sudah ditetapkan.
Metode penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian
menunjukan bahwa, dengan memperhatikan hasil evaluasi (On - Going) hampir memenuhi kriteria
efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, sedangkan pada kriteria perataan dan ketepatan
belum terpenuhi secara maksimal, dan sejauh ini kegiatan hanya fokus pada infrastruktur saja belum
menyentuh program peningkatan kualitas SDM dan pemeberdayaan masyararakat. Terdapat
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- perkembangan desa kearah yang lebih baik sebagai hasil dari pelaksanaan program pembangunan
— di tahun pertama dan kedua, Tapi belum sampai kepada pencapaian target status desa mandiri. Maka
- agar pembangunan dapat dilaksanakan secara merata di semua sektor, agar prinsip berkeadilan
dapat terwujud dan kemandirian desa dapat tercapai.

Kata kunci: Evaluasi, Pembangunan Perdesaan, Kawasan Afirmatif, Desa Mandiri

A. PENDAHULUAN

Kesenjangan antar-wilayah masih merupakan tantangan besar dalam pembangunan
nasional. Angka resmi pemerintah maupun non pemerintah menunjukkan bahwa dari
aspek ekonomi, sosial, infrastruktur dan sejumlah  indikator lain merupakan sedikit fakta
yang menyebabkan terjadinya kesenjangan baik antar wilayah provinsi, kabupaten, kota,
kecamatan, kelurahan dan desa. Kesenjangan dari aspek ekonomi misalnya, sangat terlihat
dari intensitas kegiatan ekonomi yang masih terpusat di Jawa dan Bali. isu utama
pembangunan wilayah nasional adalah masih besarnya kesenjangan antar wilayah
khususnya kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur
Indonesia (KTI). Salah satu indikator kesenjangan adalah kontribusi PDRB KBI selama 30
tahun (1983-2013) sangat dominan dan tidak pernah berkurandari 80 persen terhadap PDB
(lihat Gambar 1)

1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013
W Jawa dan Sumatera | Kalimantan dan Sulawesi
Bali dan Nusa Tenggara ® Maluku dan Papua

Gambar 1. Peran Wilayah/ Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional 1983-2013
Sumber : BPS 1983-2013

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional Tahun 2016 mencatat bahwa
sesuai dengan data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) jumlah penduduk Indonesia
mencapai 259,2 juta jiwa. Data BPS menunjukkan, dari total tersebut, penduduk laki-laki
mencapai 128,1 juta jiwa sementara perempuan sebanyak 126,8 juta jiwa, jumlah tersebut
naik dari 2014 yang berjumlah 252 juta jiwa. Selain itu, BPS menunjukkan, rasio jenis
kelamin penduduk Indonesia pada 2014 dan 2015 relatif sama, yaitu sebesar 101,02 dan 101.
Rasio jenis kelamin, BPS menuliskan, menunjukkan bahwa dari 100 penduduk perempuan
terdapat 101 penduduk laki-laki. Adapun, komposisi penduduk kota atau desa menunjukkan
penduduk Indonesia pada 2015 lebih banyak di pedesaan, yakni 128,5 juta jiwa, sementara
di perkotaan besar hanya sebanyak 126,3 juta jiwa. Meskipun jumlah penduduk di pedesaan
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lebih besar, pertambahan penduduk dari 2014 ke 2015 di perkotaan lebih besar dibandingkdn - g
dengan perdesaan, tercatat pertambahan penduduk di perkotaan mencapai 1,75% SEMENtard e
di perdesaan 0,52%. Badan Pusat Statistik mencatat terjadi kenaikan jumlah penduduk -
miskin di Indonesia secara tahunan menjadi 28,51 juta orang pada September 2015 atau
bertambah 780 ribu orang dibanding September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang, dari
sisi geografis jumlah penduduk miskin paling banyak mendominasi di pulau Jawa sebesar
15,31 juta jiwa, sementara sisanya tersebar di Sumatera sebesar 6,31 juta jiwa, Bali dan Nusa
Tenggara 2,18 juta jiwa, pulau Sulawesi 2,19 juta jiwa, Maluku sebanyak 1,53 juta jiwa, dan
Kalimantan 0,99 juta jiwa. Kabupaten Bandung termasuk ke dalam Kabupaten yang
memiliki jumlah penduduk miskin cukup banyak di Jawa Barat yaitu sekitar 8% atau
288.000 Jiwa di tahun 2016, data tersebut meningkat dari tahun 2015 yaitu 7,94% atau
sebesar 25.000 jiwa meningkat sebesar 0,6% dari tahun sebelumnnya .
Sesuai Visi Kabupaten Bandung Tahun 2016 — 2021 yang tertuang dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2016- 2021 yaitu “Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju,
Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi
Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”,
kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bandung secara normatif diorientasikan agar
selaras dengan target sasaran yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 yaitu mengurangi
5.000 desa tertinggal menjadi 2000 desa berkembang. Berdasarkan data IDM menunjukan
bahwa dari 5.321 Desa di Jawa Barat baru 726 desa atau sekitar 14% yang masuk dalam
kategori desa mandiri di Provinsi Jawa Barat, dari jumlah tersebut sebanyak 59 desa dari
270 desa atau 39% mandiri di Kabupaten Bandung :
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Gambar 2. Indeks Desa Mandiri di Jawa Barat Tahun 2016
Sumber : Diolah dari Data IDM Bappenas 2016

Pemerintah dan pemerintah daerah memegang peranan penting dalam menetapkan
kebijakan, oleh karena itu, perlu adanya evaluasi terhadap pembangunan kawasan afirmatif
di Kabupaten Bandung khususnya Kawasan Agroforestry Coffee di Kecamatan pangalengan
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sangat penting untuk diperhatikan dan diteliti lebih lanjut. Diharapkan pembangunan
kawasan perdesaan tersebut dapat menjadi daya ungkit percepatan pembangunan kawasan
menuju desa mandiri, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan taraf kesejahteraan
masyarakat desa.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang berupaya
mendeskripsikan Evaluasi pengembangan kawasan afirmatif menuju desa mandiri (studi
pembangunan kawasan perdesaan agroforestry coffee di Kecamatan Pangalengan
Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat), sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan
melalui inventarisasi data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer diperoleh dari data
empiris lapangan melalui teknik: Wawancara mendalam (depth interview) dan Observasi
dan Forum Group Discussion (FGD). Diskusi Kelompok Terfokus. Teknik ini berupa
diskusi antara beberapa orang untuk membicarakan hal-hal bersifat khusus secara
mendalam. Dengan informan kepala Bappeda, Kadis DPMD, Camat pangalengan, kepala
Desa dan tokoh masyarakat Tujuannya untuk memperoleh gambaran terhadap suatu masalah
dari misalnya program tertentu dengan lebih rinci serta melakukan evaluasi terhadap
program tersebut.

Data sekunder diperoleh melalui penelusuran berbagai dokumen pemerintah, literatur,
pemberitaan media massa cetak dan elektronik, jurnal dan buku-buku yang terkait dengan
Evaluasi pengembangan kawasan afirmatif menuju desa mandiri.

C. TINJAUAN LITERATUR

Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana
kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya. Istilah evaluasi
sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan
dari bahasa Inggris yaitu evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran. Sedangkan
menurut pengertian istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui
keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan
tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan.

Adapun menurut Taliziduhu Ndraha dalam buku Konsep Administrasi dan
Administrasi di Indonesia berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan
antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya. Kesimpulannya adalah perbandingan
antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang
sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus
direvisi atau dilanjutkan. Pengertian evaluasi sering digunakan untuk menunjukkan tahapan
siklus pengelolaan program sebagaimana gambar 2.

Apabila memperhatikan tiga tahapan evaluasi, maka penelitian ini termasuk kedalam
tahapan evaluasi On- Going dimana pada tahapan ini evaluasi digunakan untuk menentukan
tingkat efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsifitas dan ketepatan pelaksanaan
program pembangunan Kawasan perdesaan agroforestry coffee dibandingkan dengan
rencana yang telah ditentukan sebelumnya dalam dokumen rencana pembangunan kawasan
perdesaan (RPKP) di Kabupaten Bandung.

Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik William N. Dunn memberikan arti pada istilah
evaluasi bahwa Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran
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(appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang - o
menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti P —
yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau -
manfaat hasil kebijakan. Pengertian di atas menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan

merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan

atau sasaran kebijakan.
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Sumber : Benni, 1999

Adapun menurut Taliziduhu Ndraha dalam buku “Konsep Administrasi dan
Administrasi di  Indonesia” berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses
perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya Kesimpulannya adalah
perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan
kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu
kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan.

Evaluasi Program

Suharsimi Arikunto dan Abdul Jabar Evalusi program adalah proses penetapan
secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektivitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan
kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu
didasarkan atas perbandingan secara hati-hati  terhadap data yang diobservasi dengan
menggunakan standard tertentu yang telah di bakukan. Ralp Tyler, 1950 (dalam Suharsimi,
2007) mendefinisikan bahwa evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah
tujuan program sudah dapat terealisasi. Sedangkan Cronbach (1963) dan Stufflebeam (1971)
evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada
pengambil keputusan.

Pengertian program menurut Economic Development Institute World Bank yang
dikutip oleh Reksopoetranto. S, menjelaskan bahwa program pembangunan adalah usaha
jangka panjang yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan pembangunan kepada sektor
yang mencakup beberapa proyek Istilah program lebih lanjut menurut Kunardjo antara lain
adalah :

1. Program dapat merupakan kegiatan baru, seperti program KB, tetapi sering juga
muncul kegiatan lanjutan ditengah kegiatan yang sedang berjalan, seperti program
imunisasi.
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Program adalah sekumpulan kegiatan yang saling berkaitan satu sama lain untuk
mencapai tujuan tertentu.

Program sering terus berlanjut

Pemeriksaan terhadap program ditekankan pada 3 aspek, yaitu :

e Konsep dari program secara rasional
* Pelaksanaan dan proses operasi
* Efek dan dampak

Pembangunan Kawasan

Istilah pembangunan yang merupakan terjemahan dari kata development baru kita kenal
setelah Perang Dunia Kedua, dalam pengertian pembangunan terkandung arti adanya suatu
usaha untuk mengembangkan, memperbaharui, mengganti yang tidak atau kurang baik
dengan yang baik, dalam pengertian pembangunan tersebut terkandung pula arti adanya
suat usaha agar benar-benar lebih maju terus dengan modernisasi dan pembaharuan. Hakikat
dari pembangunan adalah perubahan kearah kondisi yang lebih baik (Bintoro dan
Mustofadidjaja, 1992:3). oleh karena itu kegiatan pembangunan harus dilakukan secara
terarah dan terencana. Terarah berarti terdapat kejelasan langkah dan sasarannya, sedang
terencana berarti jelas tujuan yang akan dicapai.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa”
menyatakan bahwa “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
susunan asli berdasarkan hak asal - usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam
mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli,
demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat

Desa menurut UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, mengartikan Desa sebagai berikut
: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Desa mandiri menurut klasifikasi status desa dalam PermendesaPDTTrans Nomor 2
Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, desa mandiri atau yang disebut desa sembada
adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk
peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa
dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
desa mandiri atau desa madya adalah desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih
besar (>) dari 0,8155.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi yang menjadi latar belakang program pembangunan kawasan perdesaan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Program Pembangunan
Kawasan Perdesaan Agroforestry Kopi di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung
yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa. Undang-Undang tersebut
mengamanatkan bahwa pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan
pembangunan antar-desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan
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kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatdn
pembangunan partisipatif.

Evaluasi program pembangunan kawasan perdesaan tidak terlepas dari peran serta
Pemerintah Kabupaten Bandung dalam hal ini secara teknis dilaksanakan oleh peneliti
dengan melibatkan Kepala Bappeda Kabupaten Bandung, Kepala Dinas PMD Kabupaten
Bandung, Camat Pangalengan, besert dengan Kepala Desa Margamulya, pengusaha
sekaligus petani kopi, dimana seluruhnya merupakan bagian dari pelaksana pembangunan
kawasan perdesaan Agroforestry Kopi di Kecamatan Pangalengan sebagai responden. Selain
itu peneliti juga melakukan observasi lapangan terhadap objek penelitian yaitu Kawasan
Agroforestry Kopi di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, dan melakukan FGD
(Focus Group Discussion) untuk memperoleh data yang lebih valid. Unsur-unsur tersebut
yang menjadi fokus evaluasi kebijakan program pembangunan Kawasan perdesaan
Agroforestry di Kecamatan pangalengan agar kekurangan dalam hal teknis atau operasional
dapat dijadikan bahan evaluasi bersama.

Dalam melakukan evaluasi Program Pembangunan Kawasan Perdesaan khususnya pada
Kawasan Agroforestry Kopi dalam mendukung tercapainya desa mandiri di Kecamatan
Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. maka peneliti menggunakan teori
William N. Dunn dengan menggabungkan enam Kriteria sebagai indikator atau tolok ukur
supaya dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang
dijumpai dalam pelaksanaan program dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan
pelaksanaan program dimasa yang akan datang. Dimensi utama evaluasi diarahkan kepada
hasil, manfaat, dan dampak dari program serta menilai sejauhmana keberhasilan dari
Program pembangunan kawasan perdesaan di Kecamatan Pangalengan Kabupaten
Bandung. Adapun evaluasi yang dilakukan merupakan Evaluasi tahapan pelaksanaan
dimana evaluasi pada tahap pelaksanaan (on-going), evaluasi digunakan untuk menentukan
tingkat kemajuan pelaksanaan program dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan
sebelumnya.

Efektivitas

Efektivitas menurut Dunn berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil
(akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Definisi tersebut
menjelaskan bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar,
maka semakin besar pula efektivitasnya. Apabila setelah pelaksanaan program ternyata
dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat,
maka dapat dikatakan bahwa suatu program tersebut telah gagal, namun demikian suatu
program hasilnya tidak langsung berdampak, dapat melalui proses tertentu. seperti halnya
pembangunan kawasan peredesaan Agroforestry Kopi di Kecamatan Pangalengan
Kabupaten Bandung merupakan program jangka menengah yang dilaksanakan secara
bertahap sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021 .

Dalam penelitian ini penulis menetapkan tiga indikator mengenai efektifitas
pembangunan kawasan perdesaan, yaitu efektif dalam pelaksanaan program, efektif dalam
peningkatan ekonomi warga masyarakat dan efektif dalam pengembangan kewilayahan.
Sesuai Data dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Bandung diperoleh data bahwa Luas
Tanam dan Produksi Kopi mengalami peningkatan tahun 2016 Luas Tanam mencapai
10.027 Ha dan produksi mencapai 27.625,11 Ton untuk bahan mentah dan 6.906,28 Ton
untuk hasil olahan.
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Disamping itu keberhasilan tersebut juga dapat dilihat daripada peningkatan angka
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kecamatan pangalengan dari Tahun 2015 ke Tahun
2016 mengalami peningkatan yang cukup baik, indikator terbesar penyumbang peningkatan
IPM di Kecamatan Pangalengan salah satunya Indeks Daya Beli, hal ini dapat di lihat pada
Tabel 4.3. berikut ini:

Tabel 1. Perbandingan IPM Kecamatan Pangalengan Tahun 2017 - 2018

IPM AHH AMH RLS DAYABELI
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 Ket
75,17 76,41 72,08 7258 97,38 97,76 7,18 7,63 646,32 65341 IPM
1 1 1 1 1 ’ ’ ’ ’ 1 menlngkat

Diolah dari : Data BPS Pangalengan Dalam Angka 2017 -2018

Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi sangatlah berhubungan. Apabila kita berbicara tentang efisiensi
bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (resources) kita secara optimum
untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika
penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai.
Adapun menurut William N. Dunn berpendapat bahwa efisiensi (efficiency) berkenaan
dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.

Dalam konteks pembangunan kawasan perdesaan agroforestry kopi di Kecamatan
Pangalengan Kabupaten Bandung peneliti berpendapat baik dari hasil wawancara, observasi
lapangan dan FGD yang telah dilaksanakan dapat dikatakan program pembangunan kawasan
perdesaan dipandang cukup efisien pada satu sisi yaitu APBDesa dan swadaya masyarakat,
namun disisi lain peneliti melihat adanya peningkatan pendanaan di beberapa objek seperti
adanya penambahan anggaran APBN untuk pembiayaan pembangunan kawasan perdesaan,
namun dengan pembiayaan tersebut akan menghasilkan pendapatan yang lebih banyak dari
sektor industri kopi, dampak tersebut tidak akan hanya dirasakan oleh masayarakat kawasan
perdesaan saja tetapi masyakat indonesia secara keseluruhan, karena Desa sebagai ujung
tombak keberhasilan pembangunan daerah dan nasional.

Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah
dirasakan mencukupi dalam berbagai hal, dalam kriteria kecukupan menekankan pada
kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan program dan hasil yang diharapkan.

Kawasan perdesaan agroforestry kopi sebagai sentra kopi dan pariwisata mutlak
memerlukan sarana dan prasarana transportasi jalan yang memadai, kemudahan akses dan
kualitas jalan maupun sarana transportasi yang baik diharapkan secara signifikan
berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi di kawasan. Khusus terkait sumber pembiayaan
program, apabila mengacu kepada dokumen rencana pembangunan kawasan perdesaan
agroforestry kopi 2016-2019, disana sudah ditentukan baik rencana program/kegiatan
maupun sumber pendanaan serta pembagian kewenangan dalam pelaksanaannya. Namun
dalam penetapan pagu anggaran masih berdasarkan angka perkiraan, sehingga pembiayaan
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bisa saja berubah sesuai dengan kondisi tetapi tidak mengurangi efektivitas daripada -

program/kegiatan. Dengan adanya pola pembiayaan multy sektor dan keterpaduan dalam
pelaksanaan program, serta pembagian peran sesuai dengan kewenangan masing - masing,
diharapkan dapat memperkecil pengeluaran pembiayaan karena dilakukan secara
terintegrasi tetapi tidak mengurangi efektivitas daripada program.

Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan
yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa
kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan
menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam
masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang
akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat
efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu
keadilan atau kewajaran.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan
Nomor: 14/DPKP/SK/07/2016 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan
Perdesaan, bahwa salah satu prinsip pembangunan kawasan perdesaan yaitu berkeadilan.
“Keadilan” dimaksud adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan memberikan kesempatan
yang sama kepada setiap unsur pembangungan dalam upaya meningkatkan dan memelihara
kualitas hidupnya. Maka dari itu sesuai dengan prinsip tersebut pemerintah daerah berupaya
untuk adil dalam memberikan program dan pendanaan sesuai kewenangan serta memberikan
kesempatan kepada unsur lainnya seperti pemerintah desa dan masyarakat sebagai bagian
daripada unsur pelaksana pembangunan untuk ikut serta berpartisipasi dalam upaya
meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis terhadap dokumen rencana pembangunan
kawasan perdesaan agroforestry kopi meskipun program/kegiatan tidak merata dam masih
terpusat pada Pusat Kawasan di Desa Margamulya, tetapi dampaknya dapat dirasakan secara
merata di seluruh wilayah kawasan perdesaan. Dengan demikian maka disimpulkan bahwa
kriteria perataan belum terjadi dari sisi pembangunan infrastruktur karena pembangunan
masih terpusat pada pusat kawasan yaitu satu desa saja Desa Margamulya, sementara untuk
Desa Pulosari dan Desa Margaluru belum ada pembangunan sama sekali. Disamping itu
untuk pembangunan SDM masyarakat belum ada intervensi program sama sekali,
sehingga pembangunan dipandang belum merata di seluruh sektor. Namun demikian
meskipun pembangunan infrastruktur belum merata tetapi dampak dari program yang sudah
dilaksanakan dapat dirasakan oleh masyarakat di tiga desa dan tidak ada yang dirugikan
(worse off) atas kebijakan ini, karena pada khirnya nanti seluruh kawasan akan dibangun
secara bertahan sesuai dengan rencana pembangunan perdesaan yang telah ditentukan.

Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu
aktivitas, yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan.
Suatu keberhasilan program dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi
pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu
kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah
mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang
negatif berupa penolakan.
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Dalam konteks pembangunan kawasan perdesaan agroforestry kopi respon dari
masyarakat sebagaimana hasil wawancara dan observasi peneliti melihat beberapa kegiatan
petani dan pengusaha kopi yang sangat antusias dan responsive terhadap pelaksanaan
program perdesaan, karena mereka melihat program ini dapat memberikan angin segar
dan nafas baru bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing kopi ditengah -
tengah persaingan usaha yang semakin tinggi dan secara tidak langsung hal ini berdampak
juga terhadap petani kopi di pangalengan yang tidak mampu bersaing dengan kualitas kopi
yang lebih baik terutama dari sisi produksi sebagai akibat dari keterbatsan sarana dan
prasarana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kriteria responsivitas pada upaya
pengembangan potensi wilayah khususnya sub sektor kopi di kawasan perdesaan
agroforestry kopi di Kecamatan Pangalengan telah terpenuhi.

Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi
yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator
keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu
diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau
dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan
sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

Dalam konteks pembangunan kawasan afirmatif agroforestry kopi, sesuai dengan
Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agroforestry Kopi di Kecamatan
Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2019, yang melatar belakangi ditunjuknya
kawasan tersebut menjadi sasaran pembangunan kawasan perdesaan adalah selain memiliki
potensi yang cukup, juga memiliki karakteristik yang sama dan dominan yaitu kopi namun
permasalahannya adalah masih kurangnya produktivitas daripada hasil kopi dikarenakan
keterbatasan sarana dan prasarana serta kemampuan SDM sehingga menyebabkan
kurangnya daya saing yang mengakibatkan masih tingginya angka kemiskinan di daerah
tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi serta menyandingkan dengan dokumen
perencanaan yang ada, bahwa alternatif yang diambil pemerintah melalui pembangunan
kawasan perdesaan dalam rangka percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan
terhadap masyarakat dalam mendorong terwujudnya desa mandiri di Kabupaten Bandung,
pengembangan daya saing potensi kopi adalah sangat tepat mengingat kopi merupakan
potensi yang sudah mendunia di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. Petani kopi
sebelumnya hanya bisa menjual kopi mentah yang harganya jauh lebih murah dan
pengolahannya yang masih tradisional, diharapkan dengan adanya program ini dapat
dijadikan sebagai prioritas kebijakan pemerintah ke depannya, sehingga dapat menjawab
segala persoalan yang menjadi hambatan dalam perkembangan pembangunan dan
kesejahteraan masyarakat khususnya petani kopi. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa kriteria ketepatan telah terpenuhi dalam mengambil kebijakan program pembangunan
kawasan perdesaan agroforestry kopi khususnya bagi pengembangan potensi kopi dan
mendorong kemandirian desa di Kabupaten Bandung.
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E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menyimpulkan bahwa hasil
evaluasi kebijakan program afirmasi di kawasan perdesaan Agroforestry Kopi Pangalengan
berdasarkan kriteria Evaluasi menurut William N Dunn sebagai berikut;

pertama, efektivitas, berdasarkan hasil penelitian data menunjukan bahwa kebijakan
program afirmasi pembangunan kawasan perdesaan pada Kawasan Agroforestry Kopi di
kecamatan Pangalengan Kabupaten bandung dipandang cukup efektif, hal ini dapat dilihat
daripada peningkatan angka IPM di Kecamatan Pangalengan yang meningkat dari Tahun
2015-2016.

Kedua, efisiensi, sesuai dengan tujuan daripada pembangunan kawasan perdesaan yaitu
peningkatan kualitas pelayanan dan kemandirian desa melalui optimalisasi pembiayaan
multy sektor dan pola keterpaduan dengan prinsip integratif dimana dalam pelaksanaannya
terdapat pembagian peran antara pemerintah desa, hal ini tentu saja akan mempercepat
pembangunan dan meringankan beban pemerintah daerah dalam mendorong kemandirian
desa. dan dipandang cukup efisien.

Ketiga, kecukupan, melalui pola pembiayaan multy sektor dan keterpaduan dalam
pelaksanaan program, serta pembagian peran sesuai dengan kewenangan masing - masing,
diharapkan dapat memperkecil pengeluaran pembiayaan karena dilakukan secara
terintegrasi tetapi tidak mengurangi efektivitas daripada program. Keempat, perataan,
kriteria perataan belum terjadi dari sisi pembangunan infrastruktur karena pembangunan
masih terpusat di Pusat kawasan yaitu satu desa saja Desa Margamulya, sementara untuk
Desa Pulosari dan Desa Margaluru belum ada pembangunan sama sekali. Disamping itu
untuk pembangunan SDM masyarakat belum ada intervensi program sama sekali, sehingga
pembangunan dipandang belum merata di seluruh sektor. Namun demikian meskipun
pembangunan infrastruktur belum merata tetapi dampak dari program yang sudah
dilaksanakan dapat dirasakan oleh masayrakat di tiga desa dan tidak ada yang dirugikan
(worse off) atas kebijakan ini.

Kelima, responsivitas, respon dari masyarakat terhadap program ini dipandang
dapat mempercepat pembangunan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, dengan
adanya program yang terintegrasi maka hal ini dapat mempercepat kemandirian masayrakat
dan desa, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kriteria responsivitas pada upaya
pengembangan potensi wilayah khususnya sub sektor kopi di kawasan perdesaan
agroforestry kopi di  Kecamatan Pangalengan telah terpenuhi.

Keenam, ketepatan, dalam hal ketepatan sesuai dengan hasil penelitian dan
menyandingkan dengan dokumen yang ada, peneliti melihat bahwa alternatif yang diambil
pemerintah melalui pembangunan kawasan perdesaan dalam rangka percepatan
pembangunan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dalam mendorong
terwujudnya desa mandiri di Kabupaten Bandung melalui pengembangan daya saing potensi
kopi adalah sangat tepat mengingat kopi merupakan potensi yang sudah mendunia di
Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.

Rekomendasi

Dari hasil penelitian dan kesimpulan, maka terdapat beberapa saran dalam
pelaksanaan Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Agroforestry Kopi di Kecamatan
Pangalengan Kabupaten Bandung. saran tersebut antara lain :
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Diharapkan untuk mendorong kemandirian desa tidak hanya terpusat pada
kegiatan infrastruktur saja melainkan perlunya ada program peningkatan kualitas
SDM masyarakat dan aparatur pemerintah desa sebagai bagian daripada pelaksana
kebijakan program pembangunan kawasan perdesaan.

2. Optimalisasi peran kelembagaan bersama (BUMDES) sebagai lembaga yang
mengelola perekonomian kawasan perlu ditingkatkan dan dilakukan
pendampingan serta pembinaan dalam pelaksanaannya yang dilakukan selain oleh
Tim TKPKP juga oleh perangkat daerah yang menangani urusan
pemberdayaan masyarakat dan desa.

3. Perlu adanya indikator dan cara perhitungan yang jelas dalam menilai
sejauhmana keberhasilan program dalam mendorong kemandirian desa yang
dilakukan oleh lembaga resmi, seperti saat ini kebingungan terjadi ketika akan
menentukan status satu desa apakah sudah mandiri atau belum, dikarenakan
indikator penilaian yang ditetapkan oleh Bappenas dan KemendesaPDTTran
berbeda sehingga membingungkan bagi pemerintah daerah dalam menentukan
pilihan kebijakan mana yang harus menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

4. Dalam rangka pemerataan dan percepatan pembangunan diharapkan
pembangunan bisa merata di semua sektor, mulai dari infrastruktur, sosial dan
ekonomi. kemudian program juga dilaksanakan di seluruh wilayah yang
termasuk dalam kawasan agar prinsip berkeadilan dapat terwujud dan
kemandirian desa dapat tercapai.

5. Pembinaan dan pendampingan melalui pengendalian dan evaluasi dari
pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan
kawasan perdesaan agar dilaksanakan disetiap tahapan pembangunan, mulai dari
perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan untuk menjamin sejauhmana
keberhasilan program yang sedang dan sudah dilaksanakan dalam mendorong
kemandirian desa, sekaligus menganalisa permasalahan dan kendala yang
menghambat keberhasilan program agar dapat diantisipasi dan menjadi bahan
perbaikan dalam pelaksanaan program di tahun berikutnya.
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